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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS

Dalam rangka menciptakan  konsistensi dan  sinergitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diperlukan kebijakan
pembangunan yang disusun secara terintegrasi dan selaras, dari tingkat
nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota yang di implementasikan dalam
program dan kegiatan. Kebijakan ini dituangkan mulai dari ranah
perencanaan hingga penganggaran, mulai dari dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
hingga Rencana Kerja Pemerintah pada tahap perencanaan yang kemudian
dilanjutkan dengan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar bagi

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Lebak Nomor
35 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Lebak
menindaklanjuti dengan menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2021. Perubahan ini dipandang perlu dilakukan untuk menyikapi dinamika
pembangunan dan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional, serta
memperhatikan capaian realisasi pada semester I tahun 2021 agar target
kinerja pemerintah daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD
dapat tercapai secara optimal ditengah kondisi pandemi COVID-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan
APBD diperbolehkan apabila terjadi :
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
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. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Keadaan darurat; dan

5. Keadaan luar biasa.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang

mendasari perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 antara

lain :

1.

Refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka antisipasi dan
penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana amanat Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

Tahun Anggaran 2021.

. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kementerian Pertanian Nomor 19.11/Kpts/KL.230/B/03/2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Optimasi Lahan Serta
Konstruksi Partisipatif pada Program Flood Management In Selected River
Basins.

Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri Nomor 906/3155/Keuda, Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan
(Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang

Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021.

. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.131-Huk/2021 tentang

Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.
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1.2

6. Adanya beberapa perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat

dari pandemi COVID-19 dengan tetap mempertimbangkan capaian
realisasi sampai dengan semester pertama tahun 2021.

7. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 yang
tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 sesuai dengan
peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA FKTP, SiLPA DAK (baik DAK
Fisik maupun Non Fisik), SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi, serta
pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

Perubahan-perubahan tersebut kemudian dijawab melalui kebijakan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dituangkan dalam
dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan ditindaklanjuti
dengan perumusan pagu indikatif yang akan dituangkan dalam dokumen
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sehingga
berimplikasi pada peningkatan produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah
yang berwibawa, bertanggungjawab, efektif, efisien, akuntabel dan
transparan. Selanjutnya dokumen Perubahan PPAS ini akan menjadi acuan
dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) oleh Perangkat Daerah sebagai
dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2021.

Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan :

1. Sinkronisasi dan keterpaduan program dan kegiatan/sub kegiatan
Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
yang didasarkan atas Perubahan Prioritas Pembangunan yang telah

ditetapkan.
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2. Sebagai penjabaran dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
oleh Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan
program dan kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang telah
disepakati.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten

Lebak Tahun 2021 disusun berdasarkan aturan dan ketentuan perundang-

undangan sebagai berikut :

1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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10.

11.

12.

13.

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4505);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
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23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005
Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);

27. Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 16);

28. Peraturan Bupati Lebak Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 35).

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan PPAS

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan PPAS
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BABII = RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

BAB IV  RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB V PENUTUP
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BAB 11
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang oleh daerah melalui kas
daerah yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas
Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah. Oleh karenanya, fluktuasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi
dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap kelompok, jenis dan objek
pendapatan tersebut.

Pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2021, penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah disusun berdasarkan data potensi riil pendapatan
daerah dengan memperhitungkan capaian realisasi semester I tahun 2021 serta
perkiraan kondisi ekonomi makro hingga akhir tahun 2021.

Pendapatan daerah pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 direncanakan
mengalami peningkatan sebesar 0,35% atau bertambah Rp. 9.234.763.574,-, semula
sebesar Rp. 2.671.712.739.772,- menjadi Rp. 2.680.947.503.346,-. Penambahan ini
dikarenakan adanya penambahan dari Pajak Daerah sebesar 13,56% atau
Rp.14.000.000.000,- dan Retribusi Daerah sebesar 20,47% atau Rp. 2.947.261.000,-
Penambahan bagi hasil pajak sebesar 6,99% atau Rp. 3.855.562.502,- Penambahan
bagi hasil pajak provinsi (kurang salur 2020) sebesar 46,13% atau
Rp.65.047.926.553,- dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 55.000.000.000,-
serta penambahan pendapatan hibah FMSRB sebesar 7,97% atau Rp. 5.874.719.700,-
Selengkapnya terkait perubahan target pendapatan daerah tahun 2021 dapat dilihat
dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 2.1
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

RE'égﬁfNG URAIAN APBD 2021 PERUBSUANAPED | TAMBAH/(KURANG) | %
4 PENDAPATAN 2.671.712.739.772 2.680.947.503.346 9.234.763.574 0,35
4.1 PENDAPATAN ASLI 400.395.824.368 359.887.132.958 (40.508.691.410) | (10,12)
DAERAH
4.1.01 Pajak Daerah 103.215.000.000 117.215.000.000 14.000.000.000 13,56
4.1.02 Retribusi Daerah 14.395.529.938 17.342.790.938 2.947.261.000 20,47
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan 5.941.209.868 5.941.209.868 - 0
Daerah Yang Dipisahkan
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 276.844.084.562 219.388.132.152 (57.455.952.410) | (20,75)
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.043.179.072.896 2.087.047.808.180 43.868.735.284 2,15
4.2.01 Transfer Pemerintah 1.902.167.716.000 1.825.988.524.731 (76.179.191.269) | (4,00)
Pusat
4.2.01.1 Dana Perimbangan 1.589.722.924.000 1.513.543.732.731 (76.179.191.269) | (4,79)
4.2.01.1.1 Dana Transfer Umum 1.101.652.486.000 1.026.002.114.731 (75.650.371.269) | (6,87)
4.2.01.1.1.1 | DBH 55.121.129.000 58.976.691.502 3.855.562.502 6,99
4.2.01.1.1.2 | DAU 1.046.531.357.000 967.025.423.229 (79.505.933.771) | (7,60)
4.2.01.1.2 Dana Transfer Khusus 488.070.438.000 487.541.618.000 (528.820.000) | (0,11)
4.2.01.1.2.1 | DAK Fisik 160.574.362.000 160.045.542.000 (528.820.000) | (0,33)
4.2.01.1.2.2 | DAK Non Fisik 327.496.076.000 327.496.076.000 - -
4.2.01.2 Dana Insentif Daerah 18.211.284.000 18.211.284.000 - -
4.2.01.3 Dana Otonomi Khusus - - - -
4.2.01.4 Dana Keistimewaan - - - -
4.2.01.5 Dana Desa 294.233.508.000 294.233.508.000 - -
4.2.02 Transfer Antar Daerah 141.011.356.896 261.059.283.449 120.047.926.553 | 85,13
4.2.02.1 Pendapatan Bagi Hasil 141.011.356.896 206.059.283.449 65.047.926.553 46,13
4.2.02.2 Bantuan Keuangan - 55.000.000.000 55.000.000.000 | 100,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 228.137.842.508 234.012.562.208 5.874.719.700 2,58
DAERAH YANG SAH
4.3.01 Pendapatan Hibah 73.695.542.508 79.570.262.208 5.874.719.700 | 7,97
3b Dana Darurat - - - -
3.c Lain-lain pendapatan sesuai - - - -
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai 154.442.300.000 154.442.300.000 - -
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
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Berdasarkan tabel tersebut perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 mengalami koreksi sebesar 10,12% atau Rp.
40.508.691.410,- dengan rincian sebagai berikut :

a.

Pajak daerah, semula ditargetkan sebesar Rp. 103.215.000.000,- mengalami
peningkatan 13,56% menjadi Rp. 117.215.000.000,-.

Retribusi daerah, semula ditargetkan sebesar Rp. 14.395.529.938,- mengalami
peningkatan sebesar 20,47% menjadi Rp. 17.342.790.938,-.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak mengalami perubahan target sehingga
tetap direncanakan sebesar Rp. 5.941.209.868,-.

. Lain-lain PAD yang sah, semula ditargetkan sebesar Rp. 276.844.084.562,-

mengalami penyesuaian sebesar 20,75% menjadi Rp. 219.388.132.152,-.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Lebak semula

merencanakan sebesar Rp. 2.043.179.072.896,- dan di perubahan mengalami

peningkatan 2,15% menjadi Rp. 2.087.047.808.180,- dengan komposisi sebagai
berikut :

a.

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH), semula sebesar
Rp. 55.121.129.000,- mengalami peningkatan 6,99% menjadi
Rp. 58.976.691.502,- karena adanya kurang salur DBH tahun 2020;

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU), semula sebesar
Rp. 1.046.531.357.000,- mengalami penurunan sebesar 7,60% sehingga menjadi
Rp. 967.025.423.229,- akibat penyesuaian dana TKDD berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021;

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, semula sebesar
Rp. 160.574.362.000,- mengalami  koreksi sebesar 0,33% menjadi
Rp. 160.045.542.000,- sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021;

. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tidak mengalami

perubahan, tetap diangka Rp. 327.496.076.000,-;

Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan tidak mengalami perubahan, tetap
sebesar Rp. 18.211.284.000,-; dan

Dana Desa (DD) direncanakan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp.
294.233.508.000,-.
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Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2021 direncanakan

mengalami peningkatan sebesar 85,13% semula sebesar Rp. 141.011.356.896,-

menjadi Rp. 261.059.283.449,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten, semula sebesar
Rp. 141.011.356.896,- meningkat sebesar 46,13% menjadi Rp. 206.059.283.449, -
akibat kurang salur pelampauan tahun 2020 sebagaimana amanat Keputusan
Gubernur Banten Nomor 973/Kep.62-Huk/2021;

b. Bantuan Keuangan Provinsi Banten, semula belum dianggarkan menjadi
Rp. 55.000.000.000,- sebagaimana amanat Keputusan Gubernur Banten Nomor
978/Kep.131-Huk/2021.

Sementara penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah, semula direncanakan sebesar Rp. 228.137.842.508,- mengalami peningkatan

sebesar 2,58% sehingga menjadi Rp. 234.012.562.208,- dengan rincian sebagai

berikut :

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, semula direncanakan sebesar
Rp. 73.695.542.508,- meningkat 7,97% menjadi sebesar Rp. 79.570.262.208,-
akibat penyesuaian AWP program Hibah FMSRB tahun 2021.

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berasal dari Hibah Dana BOS, direncanakan tidak mengalami perubahan dan
tetap diangka Rp. 154.442.300.000,-.
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BAB II1I
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Belanja Daerah pada tahun 2021 tetap memfokuskan pada kegiatan yang
berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan
memperhatikan perubahan target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2021
yang bersinergi dengan perubahan prioritas pembangunan nasional dan prioritas
pembangunan Provinsi Banten Tahun 2021. Belanja daerah tahun 2021 tetap
diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
kewenangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, serta dalam rangka
penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek
kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi diantaranya
melalui :

1. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional Perangkat Daerah yang
sifatnya wajib dan mengikat, seperti gaji dan tunjangan, belanja jasa listrik, air,
telepon dan internet.

2. Pemenuhan anggaran untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
sesuai SPM yang berlaku.

3. Pemenuhan anggaran untuk mandatory spending yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti alokasi belanja untuk fungsi
pendidikan (minimal 20% dari total belanja daerah), kesehatan (minimal 10% dari
total belanja daerah dikurangi belanja gaji), pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (minimal 50% dari bagi hasil
pajak rokok), pendanaan program jaminan kesehatan nasional (37,5% dari bagi
hasil pajak rokok), infrastruktur publik (25% dari pendapatan daerah yang
diterima dari Dana Transfer Umum), pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan
serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum (minimal 10% dari bagi
hasil pajak kendaraan bermotor), belanja pembinaan dan pengawasan (minimal

0,50% dari belanja daerah), peningkatan kompetensi sumber daya manusia
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(minimal 0,16% dari total belanja daerah), belanja bagi hasil pajak dan retribusi

daerah kepada pemerintah desa (minimal 10% dari target pajak dan retribusi
daerah), serta belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Belanja pada Program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung
pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang
dan/atau prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang tercantum
dalam Perubahan RKPD Tahun 2021, termasuk didalamnya penanganan COVID-
19 dan dampaknya.

Pemenuhan belanja yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi merujuk
kepada Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.131-Huk/2021 meskipun

tidak menutup kemungkinan akan adanya penyesuaian pasca penetapan

Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai perwujudan

Perubahan Prioritas Pembangunan pada Tahun 2021, maka berikut akan diuraikan

Secara

lengkap perubahan sinkronisasi

pembangunan nasional,

provinsi dan

kabupaten Tahun 2021, serta berbagai perubahan prioritas dan sasaran pembangunan

tahun 2021.

Tabel 3.1
Perubahan Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2021

RKP

RKPD PROVINSI

RKPD KABUPATEN

Meningkatkan SDM Berkualitas dan
Berdaya Saing

Mempercepat Pemulihan
Pandemi Covid -19

Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia
yang yang Kreatif dan
berdaya saing tinggi

Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan

Memperkuat Infrastruktur Untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

Memperkuat
Infrastruktur untuk
Interkonektivitas wilayah
dan daya saing daerah

Peningkatan
Pembangunan
Infrastruktur untuk
mendukung daya saing
perekonomian dan
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RKP

RKPD PROVINSI

RKPD KABUPATEN

Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim

wilayah Pasca Bencana
secara berkelanjutan

Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan

Memacu pertumbuhan
ekonomi melalui
pengembangan sektor-
sektor unggulan

Penciptaan Nilai Tambah
ekonomi pada objek
destinasi pariwisata
potensial

Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan

Peningkatan Kualitas
Tata Kelola Pemerintah
Daerah dan penguatan
regulasi dalam
mendukung investasi
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Tabel 3.2

Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

— . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program Program 2021
1. Peningkatan Kualitas Tata Sumber | Meningkatnya kualitas tata | Meningkatnya Program Penunjang Nilai SAKIP Pemerintah | 78 Point
Daya Manusia yang Adaptif dan kelola pemerintahan dan aksesibilitas dan Urusan Pemerintahan Daerah
Inovatif Kelola Pemerintah pelayanan publik kualitas Layanan Daerah
Daerah dan penguatan regulasi pendidikan yang Kabupaten/Kota
dalam mendukung investasi terjangkau dan merata
Meningkatnya Program Pengelolaan Tertibnya Pengelolaan 58 %
aksesibilitas dan Arsip Kearsipan Pemerintah
kualitas Layanan Daerah
kesehatan yang
terjangkau dan merata
Program Jumlah Arsip Yang 650 buah
Perlindungan Dan terdata, tertata dan
Penyelamatan Arsip terpelihara di DEPO unit
Kerasipan I
Program 100 %
Pemberdayaan Dan Cakupan Ormas/LSM
Pengawasan dan Lembaga Nirlaba
Organisasi lainnya berkinerja baik
Kemasyarakatan
Program Pembinaan Cakupan 100 %
Dan Pengembangan Penyelenggaraan
Ketahanan Ekonomi, Pembinaan P4GN,
Sosial, Dan Budaya PAKEM, dan FKUB
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021
Program Penguatan Cakupan 100 %
Ideologi Pancasila dan | penyelenggaraan
Karakter Kebangsaan Sosialisasi dan Edukasi
Penguatan Ideologi
Pancasila
Program Peningkatan Prosentase 100 %
Kewaspadaan Nasional | terpenuhinya kebutuhan
Dan Peningkatan Koordinasi Jaringan
Kualitas Dan Fasilitasi Deteksi Dini, FKDM dan
Penanganan Konflik Forum Kominda
Sosial
Program Peningkatan Cakupan Partai Politk | 100 %
Peran Partai Politik yang memperoleh kursi
Dan Lembaga di DPRD Kab. Lebak
Pendidikan Melalui dan k mampu
Pendidikan Politik Dan mengelola Bantuan
Pengembangan Etika Keuangan sesuai
Serta Budaya Politik Peraturan
Program Dukungan Cakupan Penetapan 100 %
Pelaksanaan Tugas Perda dan Perbup
Dan Fungsi DPRD
Indeks Kepuasan 78 poin
Pelayanan kepada
Anggota DPRD
Kabupaten Lebak
Program Layanan Dan | Indeks Kepuasan 95
Administrasi Keuangan | pelayanan terhadap
Anggota DPRD
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i . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021

Program Persentase Lembaga 100 %
Pemberdayaan Kemasyarakatan Aktif
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan
Program Pemerintahan | Persentase 100 %
dan Kesejahteraan Implementasi Kebijakan
Rakyat Administrasi Tata

Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

Berjalan dengan Baik
Program Perekonomian | Persentase Evaluasi 100 %
dan Pembangunan Pelaksanaan Kebijakan

Perekonomian dan

Pembangunan yang

disusun dan

disampaikan tepat

waktu
Program Aplikasi Persentase pengelolaan | 100 %
Informatika aplikasi informatika

pemerintah daerah
Program Informasi dan | Persentase pengelolaan | 100 %
Komunikasi Publik informasi dan

komunikasi publik

pemerintah daerah
Program Persentase 100 %
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Pengamanan Informasi | Pemerintah Daerah
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021
Program Persentase 100 %
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Statistik Sektoral Statistik Sektoral
Pemerintah Daerah
Program Administrasi Cakupan Pembinaan 100 %
Pemerintahan Desa dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Program Persentase 85 %
Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
Pengawasan pengelolaan keuangan
Program Perumusan Persentase Perumusan | 100 %
Kebijakan, Kebijakan, Asistensi
Pendampingan dan dan Pendampingan
Asistensi
Program Penelitian dan | Persentase hasil kajian | 100 %
Pengembangan Daerah |yang dimanfaatkan
untuk perumusan
kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
Program Koordinasi Persentase keselarasan | 100 %
dan Sinkronisasi program RPIMD dan
Perencanaan RKPD
Pembangunan Daerah
Program Persentase Capaian 100 %
Perencanaan, Kinerja RKPD
Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021
Program Kepegawaian | Persentase Jabatan 43,34 %
Daerah yang terisi berdasarkan
peraturan perundang
undangan
Program Persentase pejabat 38,83 %
Pengembangan Sumber | struktural yang
Daya Manusia mengikuti diklat
manajerial
Meningkatnya Program Pengelolaan Rasio Kemandirian 18,90 %
kinerja Pendapatan Daerah Daerah
pendapatan
daerah, serta
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
Meningkatnya 100 %
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
dan pelayanan publik
Persentase 7%
pertumbuhan pajak
daerah
Program Pengelolaan Kesesuaian Nilai 100 %
Barang Milik Daerah Neraca aset dengan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Program Pengelolaan Opini BPK atas audit
Keuangan Daerah Laporan Keuangan WTP
Pemerintah Daerah
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021
Program Penataan Desa | Cakupan Sarana dan 100 %
Prasarana Transportasi
antar wilayah dalam
kondisi baik
Program Penatagunaan | Persentase koordinasi 100 %
Tanah dan sinkronisasi
perencanaan
penggunaan tanah
Program Penyelesaian Persentase 100 %
Sengketa Tanah penyelesaian tanah
Garapan garapan
Program Redistribusi Persentase 100 %
Tanah, Serta Ganti penyelesaian distribusi
Kerugian Program tanah serta ganti
Tanah Kelebihan kerugian prpgram tanah
Maksimum Dan Tanah kelebihan dan tanah
Absentee absente
Program Pembinaan Persentase Perdes 100 %
Dan Pengawasan APBDes Sesuai
Pemerintahan Desa Peraturan Bupati
Meningkatnya Program Peningkatan Persentase Penegakan |92 %
kualitas pelayanan Ketenteraman Dan Perda
publik Ketertiban Umum
Program Presentase kecamatan | 100 %
Penanggulangan yang tanggap bencana
Bencana
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021
Program Pencegahan, Cakupan pencegahan 100 %
Penanggulangan, dan penanggulangan
Penyelamatan serta penyelamatan
Kebakaran Dan terhadap bahaya
Penyelamatan Non kebakaran dan non
Kebakaran kebakaran
Program Indeks Kepuasan 74 %
Penyelenggaraan Masyarakat Tingkat
Pemerintahan Dan Kecamatan
Pelayanan Publik
Program Tingkat Kondusifitas 100 %
Penyelenggaraan Kecamatan Dalam
Urusan Pemerintahan Kondisi Baik
Umum
Program Persentase 100 %
Pemberdayaan Kelembagaan tingkat
Lembaga Desa yang aktif
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum
Adat
Program Pencatatan Sipil | Prosentase Penduduk 79 %
yang mendapatkan
layanan Akte
Perkawinan dan Akte
Program Pendaftaran Prosentase Kepemilikan | 95 %
Penduduk Dokumen
Kependudukan
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Prioritas Tujuan Sasaran Program LIS UL 28
] 9 Program 2021
Program Pengelolaan Cakupan Instansi yang | 100 %
Informasi Administrasi memanfaatkan Data
Kependudukan dan Dokumen
Kependudukan
2. Peningkatan Pembangunan Meningkatnya ketersediaan | Meningkatnya Program Persentase layanan 100 %
Infrastruktur untuk mendukung infrastruktur wilayah ketersediaan Pengembangan Jasa informasi jasa kontruksi
daya saing perekonomian dan Infrastruktur Publik Konstruksi
wilayah Pasca Bencana secara
berkelanjutan
Program Penataan Persentase bangunan 80,72 %
Bangunan Gedung gedung pemerintah
dalam kondisi baik
Program Penataan Persentase penataan 3,30 %
Bangunan Dan bangunan dan
Lingkungannya lingkungan
Program Persentase jalan dalam | 68,57 %
Penyelenggaraan kondisi mantap
Jalan
Program Persentase penyesuain | 100 %
Penyelenggaraan tata ruang
Penataan Ruang
Program Persentase jumlah desa | 100 %
Pengembangan binaan P2WKSS tertata
Permukiman
Meningkatnya Program Pengelolaan Persentase pengelolaan | 66,35 %
ketersediaan Dan Pengembangan sistem drainase
Infrastruktur Dasar Sistem Drainase
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Prioritas Tujuan Sasaran Program LIS UL 28
) 9 Program 2021
Program Pengelolaan Persentase 71,74 %
Sumber Daya Air (Sda) | ketersediaan air untuk
irigasi
Program Pengelolaan Persentase akses 73,07 %
Dan Pengembangan sanitasi ( air Limbah)
Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan Persentase cakupan air | 65,30 %
Dan Pengembangan minum
Sistem Penyediaan Air
Minum
Program Kawasan Persentase kawasan 1,69 %
Permukiman kumuh di perkotaan
Program Persentase rumah layak | 100 %
Pengembangan huni bagi korban
Perumahan bencana atau relokasi
program Kabupaten
Program Peningkatan Persentase perumahan | 82,93 %
Prasarana, Sarana Dan | dengan PSU memenuhi
Utilitas Umum (PSU) syarat
Program Perumahan Persentase masyarakat | 86,84 %
Dan Kawasan yang menghuni rumah
Permukiman Kumuh layak huni
Meningkatnya Program Persentase Penurunan | 1,79 %
ketersediaan dan Penyelenggaraan Lalu Pelanggaran Lalu Lintas
kualitas Infrastruktur Lintas Dan Angkutan
Perhubungan Jalan (LLAJ)
Terpeliharanya daya dukung | Terwujudnya Program Pengelolaan Peningkatan Indeks 88,69 Poin
dan kualitas lingkungan lingkungan hidup yang | Persampahan Kualitas Udara
hidup berkelanjutan
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021
Program Pembinaan Persentase perusahaan | 20 %
Dan Pengawasan mematuhi izin PPLH
Terhadap Izin yang telah diterbitkan
Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Program Penanganan Persentase Pengaduan | 100 %
Pengaduan Lingkungan | Lingkungan Hidup
Hidup ditangani
Program Pengelolaan Peningkatan Indeks 59,31 Poin
Keanekaragaman Kualitas Tutupan Lahan
Hayati (Kehati)
Program Peningkatan Indeks 54,99 Poin
Pengendalian Kualitas Air
Pencemaran Dan/Atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup
Program Penghargaan Persentase 100 %
Lingkungan Hidup Penghargaan
Untuk Masyarakat Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Persentase 100 %
Pendidikan, Pelatihan Pendidikan,Pelatihan
Dan Penyuluhan dan penyuluhan untuk
Lingkungan Hidup masyarakat
Untuk Masyarakat
Program Perencanaan Persentase Dokumen 100 %
Lingkungan Hidup Perencanaan
Lingkungan Hidup yang
tersusun tepat waktu
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Prioritas Tujuan Sasaran Program LIS UL 28
] 9 Program 2021
Program Persentase Usaha 100 %
Pengendalian Bahan dan/atau Kegiatan yang
Berbahaya Dan memiliki Izin Limbah B3
Beracun (B3) Dan
Limbah Bahan
Berbahaya Dan
Beracun (Limbah B3)
3. Peningkatan Kualitas Sumber Meningkatnya kualitas hidup | Meningkatnya daya saing| Program Pendidik Dan Angka Kelulusan SMP 94.88 %
Daya Manusia yang kreatif dan masyarakat Sumber Daya Manusia | Tenaga Kependidikan
berdaya saing tinggi
Angka Kelulusan SD 98.23 %
Persentase guru 78,20 %
bersertifikat pendidik
Program Pengelolaan Angka Melanjutkan SD | 94.89 %
Pendidikan ke SMP
Angka melanjutkan 86.81 %
SMP ke SMA
Angka Melek Huruf 98,60 %
(AMH)
Angka Partisipasi Kasar | 99.07 %
(APK) SMP
Angka Partisipasi Murni | 99,13 %
(APM) SD
Angka Partisipasi Murni | 86.10 %
(APM) SMP
Angka Putus sekolah 0,18 %
SD
Angka Putus sekolah 0.07 %
SMP
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021
APK PAUD 35,90 %
Persentase sekolah 17.40 %
SMP berakreditasi A
Rata-Rata Lama 6,68 Tahun
Sekolah
Program Persentase sekolah SD | 14,70 %
Pengembangan berakreditasi A
Kurikulum
Program Usia Harapan Hidup 67.54
Pemberdayaan (UHH)
Masyarakat Bidang
Kesehatan
Program Pemenuhan Indek Kepuasan 86,0
Upaya Kesehatan Masyarakat terhadap
Perorangan Dan Upaya | layanan RSUD
Kesehatan Masyarakat
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana dan | 85 Persen
Prasarana Rumah Sakit
Usia harapan Hidup 67,54
(UHH)
Program Peningkatan Usia harapan Hidup 67.54
Kapasitas Sumber Daya | (UHH)
Manusia Kesehatan
Program Sediaan Usia Harapan Hidup 67,54
Farmasi, Alat (UHH)
Kesehatan Dan
Makanan Minuman
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021
Program Meningkatnya Prestasi | 10 %
Pengembangan Keolahragaan
Kapasitas Daya Saing Kabupaten Lebak
Keolahragaan
Prosentase Atlet yang 76 %
Berprestasi
Prosentase Cabor yang | 62 %
Berprestasi
Program Meningkatnya 10 %
Pengembangan Kemandirian, partisipasi
Kapasitas Daya Saing dan Prestasi Pemuda
Kepemudaan
Prosentase 60 %
Kelembagaan Pemuda
yang Aktif
Prosentase Wirausaha 10 %
Muda Baru yang
Memperoleh Akses
Modal
Program Persentase pembina 100 %
Pengembangan dan pelatih yang
Kapasitas bersertifikat
Kepramukaan
Program Pemenuhan Presentase 100 %
Hak Anak (Pha) penanganan kasus
kekerasan anak
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021
Program Proporsi perempuan 100 %
Pengarusutamaan dalam bidang
Gender Dan pembangunan
Pemberdayaan
Perempuan
Program Presentase 100 %
Perlindungan Khusus penanganan kasus
Anak kekerasan anak
Program Pembinaan Meningkatnya Minat 92.502
Perpustakaan dan Budaya Baca Orang
Masyarakat
Terkendalinya Program Presentase tingkat 100 %
Pertumbuhan Pemberdayaan Dan penurunan TFR (Total
Penduduk Peningkatan Keluarga Fertility Rate)
Sejahtera (KS)
Program Pembinaan Presentase tingkat 100 %
Keluarga Berencana penurunan TFR (Total
(KB) Fertility Rate)
Program Presentase tingkat 100 %
Pengendalian penurunan TFR (Total
Penduduk Fertility Rate)
4. Penciptaan nilai tambah Meningkatnya Pemerataan Meningkatnya Program Pemberdayaan| Persentase Penurunan | 100 %
ekonomi pada objek destinasi Kesejahteraan Masyarakat Pertumbuhan Sosial PPKS (Pemerlu
Pariwisata potensial Ekonomi yang Pelayanan
Berkualitas Kesejahteraan Sosial)
Program Penanganan | Persentase Penurunan 100 %
Bencana PPKS (Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan Sosial)
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021

Program Penanganan | Persentase Penurunan 100 %
Warga Negara Migran | PPKS (Pemerlu
Korban Tindak Pelayanan
Kekerasan Kesejahteraan Sosial)
Program Pengelolaan Jumlah Taman Makam | 1 unit
Taman Makam terpelihara
Pahlawan
Program Rehabilitasi Persentase Penurunan 100 %
Sosial PPKS (Pemerlu

Pelayanan

Kesejahteraan Sosial)
Program Persentase Penurunan 100 %
Perlindungan Dan PPKS (Pemerlu
Jaminan Sosial Pelayanan

Kesejahteraan Sosial)
Program Hubungan Presentase 100 %
Industrial Penyelesaian hubungan

industrial
Program Pelatihan Produktivitas Tenaga 3.932.256.8
Kerja Dan Kerja 00
Produktivitas Tenaga
Kerja
Program Penempatan | Rasio Daya Serap 75 %
Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Program Penggunaan | Prosentase proporsi 90 %
Dan Pemasaran Produk | produk dalam negeri
Dalam Negeri yang diperdagangkan di

pasar domestik
Program Peningkatan | Prosentase 6.83 %
Sarana Distribusi Pertumbuhan Sektor
Perdagangan Perdagangan
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021

Program Perizinan dan | Prosentase kesadaran 0%
Pendaftaran Perusahaan| pelaku usaha dan

konsumen dalam

mengkonsumsi barang

dan jasa
Program Stabilisasi Prosentase terjaganya 90 %
Harga Barang Stabilisasi harga barang
Kebutuhan Pokok Dan | kebutuhan pokok
Barang Penting
Program Prosentase UTTP 100 %
Standardisasi Dan bertanda Tera Sah
Perlindungan
Konsumen
Program Prosentase Evaluasi 90 %
Pengendalian Izin Berizin
Usaha Industri
Kabupaten/Kota

Prosentase perusahaan | 90 %

berizin
Program Perencanaan | Prosentase Evaluasi 90 %
Dan Pembangunan Rencana
Industri Pengembangan Industri
Program Persentase koperasi 10 %
Pemberdayaan Dan berkinerja baik
Perlindungan
Koperasi
Program Rasio Kewirausahaan 0,01 %
Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil,
Dan Usaha Mikro
(UMKM)
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021
Program Pendidikan Persentase pengurus 3,8 %
Dan Latihan dan pengawas koperasi
Perkoperasian yang kompeten
Program Pengawasan | Persentase Koperasi 2,98 %
Dan Pemeriksaan Sehat
Koperasi
Program Persentase Usaha 0,0001 %
Pengembangan Umkm | Mikro ke Usaha Kecil
Program Pelayanan Indeks Kepuasan 85 poin
Penanaman Modal Masyarakat Pelayanan
Perizinan Penanaman
Modal
Program Pengelolaan Persentase 100 %
Data Dan Sistem Pemanfaatan Informasi
Informasi Penanaman | Penanaman Modal
Modal
Program Persentasi 7 %
Pengembangan Iklim Pertumbuhan Investasi
Penanaman Modal
Program Jumlah Realisasi 1,14 Triliun
Pengendalian Investasi PMA/PMDN Rupiah
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Program Promosi Jumlah Rencana 1,5 Triliun
Penanaman Modal Investasi PMA/PMDN Rupiah
Program Pengelolaan Indeks Kepuasan 91,83 %
Permuseuman Masyarakat terhadap
Pelayanan Museum
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021
Meningkatnya Program Pengawasan | persentase ketaatan 0%
Ketahanan Sumber Daya Kelautan | usaha perikanan
Pangan Daerah Dan Perikanan
Program Pengelolaan Persentase 2%
Perikanan Budidaya Peningkatan Produksi
Ikan Budidaya
Program Pengelolaan persentase peningkatan | 1 %
Perikanan Tangkap produksi ikan tangkap
Program Penanganan | Prosentase penurunan | 50%
Kerawanan Pangan jumlah desa rawan
pangan
Program Penanganan | Prosentase penurunan | 50%
Kerawanan Pangan jumlah desa rawan
pangan
Program Pengawasan | Prosentase Pangan 88%
Keamanan Pangan Aman
Program Pengelolaan Angka Kecukupan Gizi 0
Sumber Daya Ekonomi
Untuk Kedaulatan Dan
Kemandirian Pangan
Persentase Angka 90%
Kecukupan Gizi
Program Peningkatan | Persentase Skor Pola 83 %
Diversifikasi Dan Pangan Harapan
Ketahanan Pangan
Masyarakat
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Priorit Tujuan Sasaran Program et o faroet
rioritas wu 9 Program 2021
Program Persentase Penurunan 10 %
Pengendalian Dan Luas Lahan Terdampak
Penanggulangan
Bencana Pertanian
Program Persentase 1%
Pengendalian Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Hewan Dan | Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat
Veteriner Veteriner
Program Penyediaan Persentase prasarana 75 %
Dan Pengembangan pertanian dan
Prasarana Pertanian perkebunan dalam
kondisi baik
Program Penyediaan Jumlah Produksi 863.238 ton
Dan Pengembangan Pertanian
Sarana Pertanian
Persentase 5%
Meningkatnya
bibit ber SKLB sesuai SNI
Program Penyuluhan Jumlah peningkatan 30 klompok
Pertanian kelas kelompok
Persentase Kelompok 100 %
Ternak yang dibina
Tumbuhnya Program Pelestarian Persentase cagar 22,05 %
Sektor Pariwisata Dan Pengelolaan budaya yang
Daerah Cagar Budaya dilestarikan
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.. . Indikator Target
Prioritas Tujuan Sasaran Program
Program 2021

Program Persentase 30 %
Pengembangan budaya/tradisi lokal
Kebudayaan yang mendapat

pengakuan nasional

atau internasional

Presentase 30 %

budaya/tradisi lokal

yang mendapat

pengakuan nasional

atau internasional
Program Pemasaran Prosentase 10 %
Pariwisata pertumbuhan jasa

usaha pariwisata
Program Perentase sumber daya | 0,4 %
Pengembangan Sumber | manusia pariwisata dan
Daya Pariwisata Dan pelaku ekonomi kreatif
Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi
Program Peningkatan | Rata-rata lama tinggal 1,5 hari
Daya Tarik Destinasi
Pariwisata
Program Persentase seni tradisi | 30 %
Pengembangan lokal yang mendapat
Kesenian Tradisional pengakuan nasional

atau internasional
Program Persentase 100 %
Pengembangan terpenuhinya kebutuhan
Kesenian Tradisional event seni dan budaya

daerah
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Dengan adanya perubahan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan

kabupaten, serta penyesuaian prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka
Plafon Anggaran Sementara juga mengalami perubahan dengan tetap
memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah serta mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, dokumen Perubahan PPAS hanya
membahas pagu anggaran yang bersifat sementara, sedangkan alokasi definitifnya
akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Adapun pagu
anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :
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Tabel 3.3
Plafon Anggaran Belanja Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Kode 5 Perubahan Bertambah/
. Urusan Pemerintahan Daerah APBD 2021
Rekening APBD 2021 (Berkurang)
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1.01.0.00.0.00.02

DINAS PENDIDIKAN

946.182.048.823

953.907.234.404

7.725.185.581

1.2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1.02.0.00.0.00.01.

DINAS KESEHATAN

148.318.850.473

289.071.170.854

140.752.320.381

RSUD DR. ADJIDARMO

164.383.479.576

206.237.869.208

41.854.389.632

BLUD PUSKESMAS

146.459.100.562

139.171.335.870

(7.287.764.692)

1.3

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.0.00.0.00.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

286.924.195.937

336.816.727.065

49.892.531.128

14

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.2.10.0.00.02.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN

22.758.105.358

25.797.574.659

3.039.469.301
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Kode i Perubahan Bertambah/
. Urusan Pemerintahan Daerah APBD 2021
Rekening APBD 2021 (Berkurang)
1.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.0.00.0.00.03. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9.410.573.800 10.166.912.900 756.339.100

1.05.0.00.0.00.04.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

5.984.251.450

7.916.860.312

1.932.608.862

1.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.01.06.01. DINAS SOSIAL 8.158.652.391 7.760.368.096 (398.284.295)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.0.00.0.00.01 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.779.737.482 3.858.558.090 78.820.608
2.8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.2.14.0.00.02. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 15.651.849.511 15.884.282.889 232.433.378

ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA

2.9

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2.09.0.00.0.00.01.

DINAS KETAHANAN PANGAN

5.910.153.836

5.856.650.743

(53.503.093)
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Kode i Perubahan Bertambah/
. Urusan Pemerintahan Daerah APBD 2021
Rekening APBD 2021 (Berkurang)
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.0.00.0.00.01 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.012.202.671 15.583.955.883 571.753.212

2.12

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.0.00.0.00.01.

DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

9.531.682.790

10.701.252.989.00

1.169.570.199

2.13

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

2.13.0.00.0.00.01.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

13.028.996.133

13.902.328.833

873.332.700

2.15

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

2.15.0.00.0.00.01.

DINAS PERHUBUNGAN

19.542.434.238

22.362.722.538

2.820.288.300

2.16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.2.20.2.21.04.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

6.972.840.807

7.660.105.287

687.264.480

2.17

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH

2.17.0.00.0.00.01.

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

5.365.330.981

5.344.859.081

(20.471.900)
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Kode i Perubahan Bertambah/
. Urusan Pemerintahan Daerah APBD 2021
Rekening APBD 2021 (Berkurang)
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN
MODAL
2.18.0.00.0.00.01. | DINAS PENANAMAN MODAL 7.289.545.475 7.867.287.603 577.742.128

2.19

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

2.19.0.00.0.00.01.

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA

12.629.754.844

9.734.097.604

(2.895.657.240)

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.3.26.0.00.01 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 18.772.731.317 18.910.887.717 138.156.400
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.2.24.0.00.02. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3.851.563.775 4.002.340.753 150.776.978
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN
3.25.0.00.0.00.01. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.935.248.938 5.952.163.778 16.914.840

3.27

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

3.27.0.00.0.00.01

DINAS PERTANIAN

61.189.269.631

68.871.092.138

7.681.822.507

3.27.0.00.0.00.08.

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

6.994.057.525

6.686.771.128

(307.286.397)
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Kode i Perubahan Bertambah/
. Urusan Pemerintahan Daerah APBD 2021
Rekening APBD 2021 (Berkurang)
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.31.3.30.0.00.02. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 19.920.029.133 19.428.088.483 (491.940.650)

4

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.1

SEKRETARIAT DAERAH

4.01.0.00.0.00.01.

SEKRETARIAT DAERAH

43.873.715.556

45.812.536.916

1.938.821.360

4.2

SEKRETARIAT DPRD

4.02.0.00.0.00.01.

SEKRETARIAT DPRD

67.316.129.587

79.269.745.623

11.953.616.036

5

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.1

PERENCANAAN

5.01.5.05.0.00.02.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

9.930.614.676

9.435.733.052

(494.881.624)

5.2

KEUANGAN

5.02.0.00.0.00.02.

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

510.293.228.444

478.004.977.101

(32.288.251.343)

5.02.0.00.0.00.03.

BADAN PENDAPATAN DAERAH

14.317.142.844

16.087.027.844

1.769.885.000

53

KEPEGAWAIAN

5.03.5.04.0.00.01.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

10.922.111.841

10.917.475.321

(4.636.520)
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Kode . Perubahan Bertambah/

Rekening Urusan Pemerintahan Daerah APBD 2021 AR S (Berkurang)
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.1 INSPEKTORAT DAERAH
6.01.0.00.0.00.01. | INSPEKTORAT DAERAH 10.849.242.991 11.237.764.510 343.521.519
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.1 KECAMATAN
7.01.0.00.0.00.01. | KECAMATAN RANGKASBITUNG 9.299.454.075 9.784.193.443 484.739.368
7.01.0.00.0.00.02. | KECAMATAN KALANGANYAR 2.012.692.091 2.069.895.991.00 57.203.900
7.01.0.00.0.00.03. | KECAMATAN CIBADAK 2.442.859.100 2.500.646.000 57.786.900
7.01.0.00.0.00.04. | KECAMATAN WARUNGGUNUNG 2.068.397.322 2.030.911.322 (37.486.00)
7.01.0.00.0.00.05. | KECAMATAN CIMARGA 2.616.831.000 2.569.664.000 (20.167.00)
7.01.0.00.0.00.06 | KECAMATAN CIKULUR 2.460.967.317 2.430.940.275 (30.027.042)
7.01.0.00.0.00.07. | KECAMATAN LEUWIDAMAR 2.346.050.706 2.355.649.406 9.598.700
7.01.0.00.0.00.08. | KECAMATAN SAJIRA 2.509.602.390 2.309.870.000 (199.732.390)
7.01.0.00.0.00.09. | KECAMATAN MAJA 2.412.147.200 2.413.076.556 929.356
7.01.0.00.0.00.10. | KECAMATAN CURUGBITUNG 2.591.886.554 2.516.687.304 (75.199.250)
7.01.0.00.0.00.11. | KECAMATAN MUNCANG 1.906.886.554 1.925.653.418 18.853.087
7.01.0.00.0.00.12. | KECAMATAN SOBANG 1.756.898.170 1.715.513.189 (41.384.981)
7.01.0.00.0.00.13. | KECAMATAN BOJONGMANIK 1.979.092.316 2.030.138.512 51.046.196
7.01.0.00.0.00.14. | KECAMATAN CIRINTEN 2.219.547.760 2.259.730.915 40.183.155
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Kode i Perubahan Bertambah/
. Urusan Pemerintahan Daerah APBD 2021
Rekening APBD 2021 (Berkurang)
7.01.0.00.0.00.15. | KECAMATAN CIPANAS 2.643.628.612 2.670.332.112 26.703.500

7.01.0.00.0.00.16.

KECAMATAN LEBAKGEDONG

2.018.441.915

1.986.029.915

(32.412.000)

7.01.0.00.0.00.17.

KECAMATAN GUNUNGKENCANA

2.303.172.361

2.249.027.261

(54.145.100)

7.01.0.00.0.00.18.

KECAMATAN CILELES

2.432.874.782

2.504.084.515

71.209.733

7.01.0.00.0.00.19.

KECAMATAN BANJARSARI

2.327.323.086

2.094.184.950

(233.138.136)

7.01.0.00.0.00.20.

KECAMATAN CIJAKU

2.219.086.664

2.256.262.394

37.175.730

7.01.0.00.0.00.21.

KECAMATAN CIGEMBLONG

1.904.270.681

1.902.808.681

(1.462.000)

7.01.0.00.0.00.22.

KECAMATAN MALINGPING

2.862.035.440

2.657.123.348

(204.912.092)

7.01.0.00.0.00.23

KECAMATAN WANASALAM

2.317.054.030

2.193.493.943

(123.560.087)

7.01.0.00.0.00.24.

KECAMATAN PANGGARANGAN

2.122.707.618

2.134.986.618

12.279.000

7.01.0.00.0.00.25.

KECAMATAN CIHARA

2.372.086.115

2.321.021.500

(51.064.615)

7.01.0.00.0.00.26

KECAMATAN BAYAH

2.271.319.579

2.187.666.361

(83.653.218)

7.01.0.00.0.00.27.

KECAMATAN CIBEBER

2.698.308.970

2.684.979.330

(13.329.640)

7.01.0.00.0.00.28 | KECAMATAN CILOGRANG 1.971.701.352 1.967.602.239 (4.099.113)
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.0.00.0.00.01. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.915.089.498 3.950.034.698 34.945.200

JUMLAH

2.712.506.200.431

2.944.917.807.468

232.411.607.037
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fi PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
,

Plafon Anggaran Sementara untuk setiap Perangkat Daerah yang dikelompokan
berdasarkan urusan tersebut di atas, di dalamnya memuat program dan kegiatan/sub
kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021. Satu program dimungkinkan
dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah secara terpadu dan berkesinambungan

serta saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Program-program yang digunakan dalam penyusunan Plafon Anggaran
Sementara adalah program-program yang diamanatkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024, yang

tersaji secara lengkap dalam lampiran.
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BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit
anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada
selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan
disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali
dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannnya,
Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila APBD diperkirakan defisit, maka
dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

¢. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sementara apabila APBD diperkirakan surplus, maka penggunaannya dapat
diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

b. Penyertaan Modal (investasi) daerah;

c. Pembentukan Dana Cadangan;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pada Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021, penerimaan

pembiayaan dialokasikan sebesar SiLPA hasil audit BPK-RI yang telah dituangkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 296.970.304.122,- atau
mengalami peningkatan sebesar 405,11% dari sebelumnya yang telah dianggarkan
pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 58.793.460.659,-.

Sementara perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada
esensi kebutuhan yang mendesak dan wajib. Dengan mempertimbangkan keuangan
daerah, maka estimasi perubahan rencana pengeluaran pembiayaan tahun 2021
adalah sebesar Rp.33.000.000.000,- yang akan digunakan untuk pembentukan Dana
Cadangan sebesar Rp. 15.000.000.000,- sebagai upaya penyediaan dana kebutuhan
PILKADA tahun 2024, penyertaan modal kepada PDAM Tirta Multatuli sebesar Rp.
15.000.000.000,- dan penyertaan modal kepada PT.LKM Rangkasbitung sebesar Rp.
3.000.000.000,- sebagai kewajiban modal disetor bagi pemegang saham terbesar
yang penggunaannya untuk memperluas cakupan kredit usaha dalam rangka

pemulihan ekonomi rakyat.

Selengkapnya terkait perubahan pembiayaan daerah yang direncanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Lebak, baik penerimaan pembiayaan daerah maupun
pengeluaran pembiayaan daerah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE PERUBAHAN

REKENING URAIAN APBD 2021 APBD 2021 SELISIH %
PENERIMAAN

6.1 PEMBIAYAAN 58.793.460.659 | 296.970.304.122 238.176.843.463 | 405,11

6.1.01 SiLPA 58.793.460.659 296.970.304.122 238.176.843.463 | 405,11
PENGELUARAN

6.2 PEMBIAYAAN 18.000.000.000 33.000.000.000 15.000.000.000 | 83,33

6.2.01 Pembayaran Cicilan Pokok

- Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 18.000.000.000 18.000.000.000

6.2.03 Pembentukan Dana 15.000.000.000 |  15.000.000.000,00 | 100,00
Cadangan -
PEMBIAYAAN NETO 40.793.460.659 | 263.970.304.122 223.176.843.463 | 189,31
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan (SiLPA)
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BAB V
PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lebak
Tahun 2021 merupakan dokumen operasional dari Kebijakan Umum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 yang berisikan program/kegiatan prioritas pembangunan
daerah untuk masing-masing urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-
masing program dan kegiatan/sub kegiatan yang disepakati menjadi petunjuk dan
ketentuan umum dengan substansi meliputi target anggaran pendapatan daerah,
rencana belanja daerah, dan rencana pembiayaan daerah tahun anggaran 2021.

Dokumen Perubahan PPAS yang disepakati nantinya akan dituangkan dalam
Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2021 antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dan akan menjadi acuan dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai dasar
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

Jika dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang
menyebabkan penyesuaian pada Perubahan PPAS, maka dapat dilakukan
penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Bupati Lebak dengan Pimpinan
DPRD Kabupaten Lebak.

asbitung, 03 September 2021
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